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KEPU?USATS BUPATI }IALMAHERA BARAT
NOMOR: 2 IKIITS/ t 120,24

TENTANG

PELIMPA}IAIII KEKUASAAIT PEI{GELOLAAI{ KEUAITGAIV DATRAII
r}ARI KEPALA DAERAH I{EPADA SKPXD KEPALA EADATT KEUAITGAIII DAIII ASET

I}AERAH XABUPATEI{ HALMAHERA BARAT SELAKU PPKD DALATVI TTIELAKSAITAI{A8{
F"UIIIGSINYA SELAKU BEIiTDAHARA UMUT}I DAERAII (BUD}

DI LIiYGKUNGA]V PEMERITTTAH I(ABUPATEN IIALMAHERA EARA?
TA}II}$ AI{GGARAI{ 2A24

BUPATI HAI,MAHERA BARAT,

Menirnbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengeicllaan Keuangan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Fenclapatan dan Bela -ja Daerah Katrupaten
Halmahera Elarat Tahun Anggarari 2A21, rnaka trer{asarkan pasal 4
a3'at (3) dan a1'at {4} }ruruf b Peratui'an Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengeiolaan Keuangan l)aerah dan Peratura:r Merrteri
Dalam Negeri Nomor zr rahun 'zo'io tentang perlornan ?eknis
Pengelolaan Keuangan r]aerah, Bupati selaku Kepaia Daerah sehagai
Femegang Kekuasaan pengeloiaan I(euangan Daerah perlu
melimpahkan Fengelolaan Keuangan Daerah darj Kepaia Daerah
seiaku Kepala Pemerintah Daerah kepatla Kepala Baclan Kei:angal
dan Aset lJar:rah setlagai pejabat pengeiola Keuangan rlaerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hahnahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hullf a,
perlu menel-apkan Keputusan Bupati tentang Pelimpatran Kekuasaiin
Pengelolaan Keuangan r)aerah Dari Kepala l)aerah Kepada sKpKr)
Xepala Badan Keuangan dan Aset Dat-'rah Kabr-rpaten F{almaheta Rarat
selaku Pe.-jatrat Pengelola Keuangan Daerah {ppKD} Daiar:
Melaksanakan I'rtngsinya Selaku Benrlahara Umum llaerah {BUDi rli
I-ingkungan Pemeriatah Kabupaten tr{almahera lJarat ?ahun AngSlaran
20'24.

IVlengingat : 1. Llndang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Un4ang-
undang Nomnr 23 Darurat Tahun lgsr tentarrg pembentukan Daemh-*
riaerah Swatantra Tingkat Ii llalam Wila,,--ah Daerah Sr,r'atantra Tingkat
I Maluku menjadi Untking-undang;

2. Undang*undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Fembentukan provinsi
fu{aluku utara, Katrupaten Buru dan Kabupaten Maiuku Tenggara
Barat, sebagaimana Telah Diubah nengan undar:g-ur:c1ang Nornor 6
'lahr-rn 2000;

3- Undang-undang Nomor I Tahun 2003 tentang Ferntlentukan
Kabupaten l{almahera utara, Kahrupaten Ha}rnahera selakrn,
Kabrlpaten Kepulauan Su1a, K*rirupilten Halmahera Timur rlan l{*ta
?'idore Kepuiauan di Provinsi Malukli lJtara;

4' Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5" Undang-unclafig Nomor 1 Tahun '2OA4 tentang Perbenrlairaraan

Negara;
{:. Undang-undalrg Nomor5 Tahi-in 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7 - Undang-untlang Nomor 23 Tahun 2A14 tentar:g Pernei:intahan l)aerah;
8. Llndang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangar

antara Femerintah Pusat dan pemerint_ahan tlaerah;
t). Feraturzln Pernedntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;
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Peraturan Pernerintah Nomor l'z rahun 2aw tentang pengelolaan
Keuangan Daerah;
Persturan Menteri Dalarn Negeri Nom'r TZ Tahun ,Jo2o tentang
Pedoman Tekr:is pengelolaan Keuangan Daerah;
Pernturan Daerah Nomor '2 "l'ahun 2a21 tentang perr-rbahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pember:tukan dan susunan perangkat Daerah Kahupaten
I{aimahera Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun a{},z2
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Nornor 2 'I'ahun 2023 tentang Perutrahan l{eclua Atas
Peraturan l)aersh Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun z{i1f,}
tentang Pembentukan dan susunan peraugkat naerah Kahupater:
Halrnahera Barat;
Peraturan l)aerah Kabupaten Halinahera f,larat Nomor:
tentang Anggar:an penriapatan rlan Belanja lfaerah
l{alnrerhera l}arat Tahun Anggar.an }.021;

15. Perat-uran Rupati Haisrahera Barat lrlorror Tahun 2o2s tentarigPenjabaran Anggaran penclapatan tlan Belanja Daerah x*t,,put*r.
I{almahera Barat Tahun Anggar.an ZO,Z+.
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Melimpahkan Kekuasaan pengelnlaan Keuangan Daerah Dari Kepalar)aerah Kepada sKpKD Kepala Badan Keua=ngan clan Aset. DaerahKabupaten l{almahera Barat selakr_l pejabai pengelola KeuanganDaerah (PPKD] Dalarn Melaksanakan Fungsinya Setat<u Bendahirat]mum Daerah (BUD) di Li,gkunga, 
* pemeri,tah rabupaten

Halrnahera Barat'T'ahun Anggaran 2A24.

Peiimpahan setragaimana dimaksurl Diktum Kesatu, sKpKD selaku
PPKD sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas:a. Men3rusun cl*n melaksanakan kebijakan rrengeloiaan il***rrgro*

Daerah;
Menyusun rancangan Percla tentang APBD, rancangan perda
tentang Pembahan APBD dan rancangan perda* tentrrng
pertanggungjawaban pelaksanaan ApI3D ;
Melaksanakan pe*ungutan penclapatan l)aerair yang telzr_Nr
ditetapkan tlengan Peraturan Daerah;
S{elaksanakan fungsi BIJD; rlan
Melaksanakan tugas lainnya sesuai dr:ngan ketentuan peratriran
perr ndang-unriangan; dan
Bertanggung jarnab atas pelaksanaan tugasnya kepada l{epala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pelimpahan sehagaimana dimaksurl Diktum Kesatu, ppKll seinku BU{}
ber:rtenang:
a. Menvusun kebijaka* dan pedoman pelaksanaa* APBD;
b. Mengesahkan DPA-SKPD;
c. Melakukan pengenrlalian peiaksanaan ApIID;
d. Mernberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem

C"

d"
e.

f.

penerimaan dan
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pengeluaran kas rlaerah;
Melaksanakan pemungutan pajak claerah;
Menetapkan SPD;
Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas
nama Pernerintah Daerah;
Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
Menysjikpn informasi keuangan daerah;
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j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hatr penerimaan dan
Pen;leluarrin claerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, tjdak dilakukan rnelalui Rekening Kas
Umum l)aerah; dan

k. Bertanggungiau.ab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepaia
Daerah rnelak-ri Sekretaris Daeratr.

Selain keurnangan sebagaimana dirnaksud Ifiktum Kedua ctan Ketiga,
PPKD memiliki kewenangar lain..yaitu :

a. Mengelola investasi;
b. Menetapkan anggaran kas;
c. Melakukan pemhayaran melalui penerbil.an SP2I);
d. Membuka rerkening Kas Umum Daerah;
e. &lernbuka lekerring penerimaan;
f. Membuka rekening pengeluaran; dan
g. Menyusun laporan keuangan yang

lreftanggungiarvaban pelaksanaan APBL) 
"

merupakan

Peiim pahan \veweriang sebagaimana dinr aksud llikturn Kesatu, Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah {PPKD} bertanggungjawab penul:
atas Pengelolaan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang beriaku.

Irenunjukan tlan Penetapan Pejabat sebagairnana riimaksud <1*ilam
Diktum Kesat-u, tetap kierpedoaran pada ketentuan Peraturan
Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Daiaur Negeri l$omor 77 Tain,;trt 2020
tentang Fecloman Tekris Irengelolaan Keuangan Daerah dan ketenl.uan
Perundang-unelangan lainn-ya.

Keputusan ini muiai Lrei:laku pada tanggatr ditetapkan"

PI,.iABAT P,.\TTAF'

Sekretaris Daerah /,
Ass. Biri. Eko & Pembanguna,n cT[ ,,
Kabag. Flukum & Orgs

*

Ditetapkan c1i : Jailokl
pada tanggal : X- .Jarruari 2G24

BUP^ATI BARA?,

?ern$usan ; d_isampaikan kepada Yth:

i. Menteri Daiarn Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Nlaiuku Ut.ara di Sofifi,
3" Iladan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternatr,
4" Inspektur Inspektorat Kabr-rpaten llahnahera Barat cii.Iailolo,
5. Yang bersangkntan untuk diketahui dan seperlun.ya.
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